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Abstract

Duty of Acquisition Rights to Land and Building (BPHTB) is a tax imposed on the acquisition of land and or
buildings. Its legal basis is the Act No. 21 of 1997 which was later amended by Act No. 20 of 2000. In its
development under the provisions of Act No. 28 of 2009 on Local Taxes and Levies (PBDR), which was
originally BPHTB change is the central tax became local taxes. The change of BPHTB of central taxes to
local taxes is interesting to study, given that this change would have an impact also on its implementation

Kata Kunci: BPHTB, Pajak Pusat, Pajak Daerah.

Sebagaimana diketahui pajak mempunyai dua
fungsi utama disamping fungsi-fungsi lainnya. Kedua
fungsi utama pajak tersebut adalah fungs’
Regulerend/Mengatur dan fungsi Budgetair /
keuangan. Fungsi Regulerend merupakan fungsi
pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam
masyarakat di bidang sosial, ekonomi maupun politik
sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam
rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang
keuangan. Sedangkan fungsi budgetair merupakan
fungsi pajak untuk memasukan uang sebanyak-
banyaknya ke kas negara yang lebih lanjut untuk
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara baik
rutin maupun pembangunan.

Dalam fungsi budgeter, sektor pajak memiliki
posisi yang sangat strategis bagi pendapatan negara
yaitu sebagai sumber utama penerimaan negara.
Peranan pajak terhadap penerimaan negara ini dari
tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini
terlihat setelah dilakukannya perombakan/
pembaruan perpajakan atau dikenal dengan Tax
Reform' yang dimulai pada tahun 1983. Mulai
tahun1983, penerimaan dari sektor pajak terus
meningkat sehingga menggeser sumber pendapatan
yang berasal dari minyak bumi dan gas alam yang
pernah menjadi “primadona’ bagi penerimaan
negara.’ Tax reform ini memang dirasa perlu karena

tujuannya adalah untuk menegakkan kemandirian
pembangunan nasional khususnya dengan cara
meningkatkan penerimaan negara melalui
perpajakan dan sumber-sumber di luar minyak bumi
dangas alam.

Akibat dari dilakukannya tax reform tersebut,
maka beberapa perundang-undangan perpajakan
yang lama dicabut antara lain adalah Aturan Bea
Meterai 1921, Ordonansi Pajak Perseroan 1925,
Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, Ordonansi Pajak
Pendapatan 1944, dan sebagainya.’ Undang-undang
pajak lama ini kemudian diganti dengan undang-
undang pajak nasional yang baru yang merupakan
produk bangsa sendiri, antara lain adalah UU Nomor 6
tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara
Perpajakan, UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan , UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah, UU Nomor 12 tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan
sebagainya. Dalam perkembangannya undang-
undang perpajakan inipun terus mengalami
perubahan setelah dilakukannya Tax Reform pada
tahun 1994, tahun 2000, dan seterusnya. Hal ini
menunjukan bahwa bidang perpajakan mengalami
dinamika yang sangat cepat mengikuti perubahan
yang terjadi dalam masyarakat.

1. Tax Reform merupakan pembaruan undang-undang perpajakan yang dilakukan pemerintah karena undang-undang pajak lama (Tahun 1983 dan sebelumnya)
merupakan peninggalan kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar

1945.

2. Mustaqiem, Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah,Yogyakarta, FH Ull Press, 2008, him. 7
3. Moh.Zain,dkk, Pembaharuan Perpajakan Nasional, Bandung, Alumni, 1984, him 8
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Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
merupakan salah satu hasil Tax Reform yang
dilakukan pemerintah pada tahun 1997. Pada tahun
1997, Tax Reform menghasilkan 5 (lima) undang-
undang pajak sebagai berikut :

- UU Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak

UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah
- UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa

UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak
- UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan

BPHTB adalah pajak yang dikenakan terhadap
perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dasar
hukumnya adalah UUNo.21Th.1997 tentang BPHTB
sebagaimana telah diubah dengan UU No.20
Th.2000.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah,
BPHTB yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah
Pusat, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(PBDR)khususnya Pasal 85 s.d Pasal 93 dilimpahkan
menjadi kewenangan Daerah.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
PDRD berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010, tetapi
pelaksanan BPHTB sebagai Pajak Daerah mulai
berlaku efektif tanggal 1 Januari 2011 untuk seluruh
wilayah Indonesia.

Adanya perubahan BPHTB dari pajak
(pemerintah) pusat menjadi pajak (pemerintah)
daerah Ini tentunya menarik untuk dikaji khususnya
berkaitan dengan perubahan-perubahan yang
menyangkut BPHTB sebagai pajak daerah.

Karakteristik BPHTB

Secara umum pengenaan BPHTB
dilatarbelakangi dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,
dimana tanah dan bangunan dalam penggunaannya
dapat mempunyai fungsi antaralain*:

Fungsisosial.

Fungsi ekonomi.

Fungsi sebagai papan/tempat tinggal.

Fungsi sebagailapangan usaha.

Fungsi sebagai alatinvestasi.

Dengan melihat beberapa fungsi dari tanah dan
bangunan tersebut, maka mereka yang memperoleh |
hak atas tanah dan bangunan harus melakukan
pembayaran pajak yang dalam hal ini disebut Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan UU-BPHTB, yang menjadi subyek
BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan.
Subyek pajak yang dimaksud adalah subyek pajak
yang dikenakan kewajiban membayar pajak menurut
UU-BPHTB.’Sedangkan obyeknya adalah perolehan
hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas
tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas
tanah dan bangunan oleh BPHTB orang pribadi atau
badan.’ Perbuatan atau peristiwa hukum ini antara
lain pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar,
hibah, hibah wasiat, warisan, pemasukan dalam
perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak
yang mengakibatkan peralihan, penunjukkan pembeli
dalamlelang, pelaksanaan putusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum tetap, dan sebagainya.
Di samping itu juga karena pemberian hak baru
karena kelanjutan pelepasan hak, di luar pelepasan
hak.’

Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan
Obyek Pajak. Nilai Perolehan Obyek Pajak dalam hal
Pasal 6 ayat2 UU-BPHTB:

- Jualbeli adalah hargatransaksi;
- Tukarmenukar adalah nilai pasar,
Hibah adalah nilai pasar;
- Hibah wasiat adalah nilai pasar;
Waris adalah nilai pasar;
Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
lainnya adalah nilai pasar;
- Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
hak adalah nilai pasar;
Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim

®a0 oW

4. hitp:/ipajak-kita.blogspot.com/2010/11/bphtb-sebagai-pajak-daerah.html

5. Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, Perpajakan, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000, him.532,
6. Pasal1angka(1)dan(2) UU No.20/2000 tentang PerubahanAtas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

7. Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein,op.cit., him.530.
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yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah
nilai pasar;
Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan
hak adalah nilai pasar;
Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
Peleburan usaha adalah nilai pasar;
Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
Hadiah adalah nilai pasar;

- Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga
transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.’

Apabila Nilai Perolehan Obyek Pajak tidak
diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Obyek
Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi
dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan,
dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah Nilai Jual
Obyek Pajak Bumi dan Bangunan.

Mengenai karakteristik BPHTB, apabila ditinjau
berdasarkan cara pemungutan pajak, BPHTB
termasuk sebagai jenis Pajak Tidak Langsung. Hal ini
dikarenakan pemungutanya tidak dilakukan secara
periodik tetapi secara isidentil yaitu pada saat
terjadinya tatbestand (perbuatan, keadaan atau
peristiwa yang dapat menimbulkan hutang pajak).
Apabila ditinjau dari sifatnya, BPHTB termasuk
sebagai pajak obyektif, karena dalam penghitungan
besarnya pajak yang harus dibayar tidak dipengaruhi
oleh keadaan/status wajib pajak. Sedangkan apabila
ditinjau dari aspek kewenangannya, BPHTB
sekarang ini termasuk pajak daerah karena
kewenangannyadilimpahkan kepada daerah.

Sistem pemungutan yang dipergunakan dalam
BPHTB adalah sistem Self Assessment yaitu suatu
sistem pemungutan pajak yang memberikan
kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung
sendiri besarnya pajak yang harus dibayar dan
membayarnya sendiri di Bank-bank persepsi atau
tempat-tempat yang sudah ditentukan. Kepatuhan
wajib pajak sangat diperlukan untuk menunjang
keberhasilan sistem self assessment. Pihak yang ikut
berperan dalam pengawasan terhadap kepatuhan
wajib pajak dalam pembayaran BPHTB adalah
Notaris/PPAT. Hal ini dikarenakan terdapat ketentuan

Budi Ispriyarso, Perubahan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

dalam UU BPHTB, bahwa PPAT/ Notaris hanya dapat
menandatangani akta pemindahan hak atas tanah
dan atau bangunan pada saat wajib pajak
menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat
Setoran BPHTB (Pasal 24).
Berdasarkan sistem self assessment ini, wajib
pajak membayar pajak yang terutang tidak
mendasarkan adanya Surat Ketetapan Pajak. Titik
berat aktifitas perpajakan ada pada wajib pajak. Ciri-
ciri sistem self assessment antara lain sebagai berikut
9
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak
terutang ada pada wajib pajak (wajib pajak aktif)
b. Wajib pajak aktif, mulai dari, menghitung,
menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang
terutang;

c. Fiskus tidak ikut campur dalam pelaksanaan
kewajiban perpajakan wajib pajak dan hanya
mengawasi (fiscus pasif)

BPHTB Sebagai Pajak Daerah

Pajak dapat digolongkan berdasarkan cara
pemungutannya, sifatnya dan kewenangan
pemungutannya. Berdasarkan cara pemungutannya
pajak dapat digolongkan menjadi Pajak Langsung
dan Pajak Tidak Langsung. Berdasarkan sifatnya
pajak dapat digolongkan menjadi Pajak Subyektif dan
Pajak Obyektif. Rerdasarkan kewenangannya, pajak
dapat dibedakan menjadi pajak (pemerintah) pusat

_dan pajak (pemerintah) daerah.

Pajak Langsung adalah pajak bebannya harus
ditanggung oleh waijib pajak yang bersangkutan dan
tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak Tidak
Langsung adalah pajak yang bebannya dapat
digeserkan kepada pihak lain. Pajak Subyekif adalah
pajak yang memperhitungkan kondisi/keadaan wajib
pajak dalam menentukan besarnya pajak yang
terutang. Pajak Obyektif adalah pajak yang hanya
memperhatikan kondisi obyek pajaknya,
status/keadaan wajib pajak tidak mempengaruhi
besarnya pajak yang terutang. *

Pajak Pusat adalah pajak yang wewenang
pemungutannya ada pada pemerintah pusat. Dalam

8. Ibid. him 533.

9. Sumyar, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan, Yogyakara, Universitas Atmajaya, 2003, him 98

10. Erly Suandi, Op.cit.,, him.29-30.
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hal ini pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Pajak. Hasil pemungutan pajak pusat akan
dimasukan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara. Contoh Pajak Pusat antara lain adalah :
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah,
Bea Meterai.

Sedangkan Pajak Daerah adalah Pajak yang
wewenang pemungutannya ada pada pemerintah
daerah. Mengenai pajak daerah ini diatur dalam UU
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang kemudian diubah dengan UU
Nomor 28 Tahun 2009.

Contoh Pajak Daerah ini antara lain: Pajak Hotel,
Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan.

BPHTB semula berdasarkan UU Nomor 21 Tahun
1997 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 20
Tahun 2000, merupakan pajak pusat. Setelah
berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009, BPHTB
merupakan pajak daerah.” Undang Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang PDRD berlaku sejak tanggal 1
Januari 2010, tetapi pelaksanan BPHTB sebagai
Pajak Daerah mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari
2011 untuk seluruh wilayah Indonesia sebagaimana
Ketentuan Penutup yang menyebutkan bahwa dalam
waktu paling 1 (satu) tahun, Menteri Keuangan
bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri
mengatur tahapan persiapan pengalihan BPHTB
sebagai Pajak Daerah. Berdasarkan Peraturan Dirjen
Pajak Nomor : PER-47/PJ/2010 tertanggal 22
Oktober 2010 ditegaskan bahwa mulai 01 Januari
2011 BPHTB berubah menjadi Pajak Daerah. Artinya
Pemerintah Kota dan Kabupaten mulai 2011 dapat
mengelola sepenuhnya pengenaan BPHTB dan
menjadikannya sebagai pendapatan daerah.

Perubahan BPHTB dari pajak pusat menjadi
pajak daerah harus dicermati karena tentunya ada
beberapa perbedaan yang mendasar yang lebih lanjut
akan berpengaruh dalam penerapannya, penerimaan
pajaknya, dan sebagainya.

Perubahan BPHTB dari pajak pusat menjadi
pajak daerah tentunya tidak hanya bersifat
pengalihan hak pemungutan dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah, tetapi juga mengalihkan juga

kewenangan-kewenangan lainya antara lain
kewenangan penetapan, penagihan pelayanan
pengadministrasian, dan sebagainya. Kesiapan
pemerintah daerah benar-benar sangat diperlukan
dalam menghadapi pengalihan ini, agar pemungutan
BPHTB dapat berjalan sesuai dengan yang
diharapkan. Ketidaksiapan pemerintah daerah
tentunya aka berdampak antara lain pada
peningkatan kualitas pelayanan dan penerimaan
pendapatan.

Bagaimanakah dengan pemerintah kota
Semarang? Adanya aturan baru dalam bidang
BPHTB tentunya pemerintah kota Semarang harus
mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan
dengan implementasi UU Nomor 28 Tahun 2009
Dalam hal ini harus segera dibuat aturan-aturan
hukum yang terkait dengan implementasi UU
tersebut. Disamping itu juga harus dipersiapkan
Sumber Daya Manusia (SDM)nya dan perangkat
lainnya, menyiapkan sistem untuk pengelolaanya,
jaringan infra struktur untuk memudahkan
pembayaran, dan sebagainya.

Mulai bulan Januari 2011, Pemkot Semarang
mengelola langsung Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB), menyusul aturan baru
dimana kewenangan dilimpahkan ke daerah masing-
masing.Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang Suseno
mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sistem
untuk pengelolaan, jaringan infrastruktur untuk
memudahkan pembayaran termasuk upaya
sosialisasi ke masyarakat."

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam
rangka implementasi UU Nomor 28 Tahun 2009,
pemerintah kota Semarang telah membuat peraturan
daerahnya yaitu Perda Kota Semarang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Bea perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan tanggal 13 Januari 2011.

Apabila kita cermati ketentuan UU Nomor 28
Tahun 2009 maka dapat diketahui beberapa
perubahan dalam pemungutan BPHTB sebagai pajak
daerah yang berbeda dengan BPHTB sebagai pajak
pusat.

Perubahan tersebut antara lain adalah tentang

12. Pasal 182 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

13. http:/www.piramidasoft.com/?7p=479.
14. Suara Merdeka, 28 Desember 2010.
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ketentuan tarip yang diatur dalam Pasal 88 UU Nomor
28 Tahun 2009 yang menentukan bahwa tarip BPHTB
ditetapkan paling tinggi 5 %. Sedangkan pada aturan
sebelumnya yaitu dalam UU Nomor 21 Tahun 1997
sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun
2000, tarip BPHTB sebesar 5 %. Adanya perubahan
tarip ini membuat daerah menjadi lebih bebas dalam
menetapkan tarip BPHTB tergantung kebijakan
masing-masing pemerintah daerah. Dalam hal ini
berdasarkan perda kota Semarang Nomor 2 Tahun
2011, ditetapkan bahwa taripnya 5 % . Hal ini seperti
yang tercantum dalam Pasal 6 :

“Tarip Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan ditetap 5 % (lima persen)”.

Dengan demikian pemerintah kota Semarang ini
menetapkan tarip yang maksimal. Penetapan tarip 5
% ini tentunya harus sudah mempertimbangkan
berbagai faktor yang terkait dengan penetapan tarip
tersebut.

Perubahan lainnya adalah tentang NPOPTKP
(Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak),
dalam ketentuan sebelumnya ketika BPHTB sebagai
Pajak Pusat, ditentukan bahwa NPOPTKP ditetapkan
secararegional paling banyak Rp.60.000.000,- (enam
puluh juta rupiah), kecuali dalam hal perolehan hak
karena waris atau hibah wasiat.....dst (Pasal 7 UU
Nomor 20 Tahun 2000). Sedangkan dalam UU Nomor
28 tahun 2009 ditentukan bahwa NJOP ditetapkan
paling rendah Rp.60.000.000,- untuk setiap wajib
pajak. Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011,
dalam Pasal 5 ayat (7) ditentukan bahwa besarnya
NJOPTKP sebesar 60 juta. Perubahan ketentuan ini
dari satu sisi tentunya lebih menguntungkan wajib
pajak pajak karena akan mengurangi besarnya pajak
yang harus dibayar. Namun di sisi lain dari aspek
penerimaan pajak untuk penerimaan daerah tentunya
mengurangi masuknya uang pajak BPHTB ke kas
negara. Dari aspek kepastian hukum, supaya tidak
menimbulkan multi tafsir hendaknya dalam
Penjelasannyadijelaskan lebih kongkrit.

Perubahan lainnya adalah tentang pembagian
hasil pajaknya. Berdasarkan UU BPHTB ketika
BPHTB masih menjadi pajak pusat, ditentukan bahwa
penerimaan negara dari BPHTB dibagi dengan
imbangan 20 % (dua puluh persen) untuk pemerintah
pusat dan 80 % (delapan puluh persen) untuk
pemerintah daerah yang bersangkutan (Pasal 23 UU
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BPHTB). Sedangkan BPHTB sebagai pajak daerah,
maka hasil penerimaannya 100 % untuk daerah. Hal
ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan
penerimaan daerah dari BPHTB.

Hal lain yang perlu dicermati berkaitan dengan
BPHTB sebagai pajak daerah adalah peraturan
pelaksanaannya misalnya tentang pemeriksaan / tim
pemeriksa, insentif pemungutan,dsb.

Simpulan
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa setelah BPHTB menjadi pajak

daerah maka terdapat beberapa perubahan

mendasar antara lain sebagai berikut :
Perubahan BPHTB dari pajak pusat menjadi
pajak daerah mengakibatkan tentunya
pengalihan hak pemungutan dari pemerintah
pusat ke pemerintah daerah, termasuk
mengalihkan juga kewenangan-kewenangan
lainya antara lain kewenangan penetapan,
penagihan, pelayanan, pengadministrasian, dan
sebagainya.
Adanya perubahan tentang tarip BPHTB. Ketika
BPHTB masih menjadi Pajak Pusat, berdasarkan
UU Nomor 20Tahun 2000 ditetapkan bahwa tarip
BPHTB adalah 5 %, sedangkan BPHTB setelah
menjadi Pajak Daerah ditetapkan taripnya
maksimal 5 %.

- NPOPTKP (Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak
Kena Pajak), dalam ketentuan sebelumnya ketika
BPHTB sebagai Pajak Pusat, ditentukan bahwa
NPOPTKP ditetapkan secara regional paling
banyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta
rupiah), kecuali dalam hal perolehan hak karena
waris atau hibah wasiat.....dst (Pasal 7 UU Nomor
20 Tahun 2000). Sedangkan dalam UU Nomor 28
tahun 2009 ditentukan bahwa NJOP ditetapkan
paling rendah Rp.60.000.000,- untuk setiap wajib
pajak.
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